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KEPUTUSAN MENTER! KESEl-lA TAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 03/MENKES/SK/I/2006 

TENTANG 

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI 
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTER! 

KESEII/\Ti\N SELi\KlJ PnNCiCllJN/\ 1\NCi(i/\R/\N [)/\1,/\M PENGELOLJ\J\N 
KEUANGAN NEGARA APBN TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN/KOTA 

TAHUN ANGGARAN 2006 

Menimbang 

Mengingat 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

bahwa untuk mendukung pclaksanaan APBN tahun 2006 di tingkat 
Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia perlu melimpahkan 
kewenangan penetapan pejabat pengelolaan kcuangan Negara di Tingkat 
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang clitctapkan dengan Keputusan Menteri 
Kcsehatan . 

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tcntang Kesehatan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor I 00, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3495);. 

2. Undang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 

3. Unclang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
I 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tarnm 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik .Indonesia Nomor 4355). 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2006. 

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang · Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan l:kl<lllja Ncgant sebagaimana telah 
diubah terakhir kali dengan Keputusan Presidei1 Nomor 72 tahun 2004 
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7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 ten tang 
Pedon;1an Pembayaran dalam Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, dan peraturan pe\aksanaan lainnya. 

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2005 tentang 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah. 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN MENTER! KESEHA TAN TENTA~G PELIMPAHAN 
WEWENANG PENETAPAN PEJABA T YANG DIBERI WEWENANG 
DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK ATAS NAMA MENTER! 
KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DALAM 
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA APBN TINGKAT PROVINSI, 
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2006 

Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada 

1. Gubernur Kepala Daerah Provinsi untuk atas nama Menteri Kesehatan 
RI Selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Keputusan 
Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Negara APBN di Tingkat 
Provinsi 

2 Bupati/Walikota untuk atas nama Menteri 
Pengguna Anggaran menandatangani Surat 
Pejabat Pengelolaan Keuangan Negara 
Kabupaten/Kota. 

Kesehatan RI Selaku 
Keputusan Penetapan 
APBN di Tingkat 

Menyampaikan Japoran dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan 
· APBN tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota kepada Menteri 

Kesehatat;t, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

Pejabat yang · memperoleh pelimpahan wewenang dan diberi tugas serta 
tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara tersebut agar 
menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara setempat. 
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KEEMPAT Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada 
1. Ketuan Badan Pemeriksa Keuangan RI 
2. · Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI 
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI . 
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendahaaan setem~at 
6. Kepala Kantor Pelayarian Perbendaharaan Negara setempat 

KELIMA Pemberian Kuasa ini mulai berlaku pada tahun anggara~ ~006, .dengan 
ketentuan apabila terdapat keke'.iruan dalam penetapan 1111 akan d1adakan 
perubahan sebagaimana mestinya 

Tembusan: 
1 Ketua Badan Pemeriksa Kcuangan RI 
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
3 lnspektur Jenderal Departemen Kesehatan RI 
t.;. Sekretaris Jenderal Departcmen Kesehatan RI 
5 Para Direktur Jenderal di lingkungan Depnrtmen Kt:sehatan RI 
6 Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan RI 

Jakarta 
4 J anuari 2006 

7 Direktr Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Rl 
8 Para Gubernur Provinsi di :;eluruh Indonesia 
9 · Para Bupati dan Walikota;di :;elmuh Indonesia 
IO Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di selumh Indonesia 

. 11 Para Kcpala Dinas Kcschatan Knbuputcn/Kota di scluruh Indonesia 
. i 2 · Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di sel uruh Indonesia 
'1J Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia 

· 14 .. Pant Direktur Rumah Sakit Umum D~erah Propinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia · 
·· lS.J'ara Kepala Balai Laboratorium Kesehatan di seluruh Indonesia · 
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